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ABSTRAK 

Hana Hopia, NPM. 19120449 JUDUL “Penerapan Prinsip Good Governance (Partisipasi) 

dalam pelayanan publik di desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito 

Kuala” Bimbingan Bapak Dr. H.M. Uhaib As’ad, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Ibu 

Dr. Hj. Dewi Merdayanty S.Sos S.Pd., M.AP sebagai Co Pembimbing. 

Tujuan Penelitian (1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip good governance 

(Partisipasi) dalam pelayanan publik di desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupatan Barito 

Kuala (2) Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan prinsip good governance (Partisipasi) 

pelayanan publik di desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupatan Barito Kuala (3) 

Menganalisis upaya dalam penerapan prinsip good governance (Partisipasi) pelayanan publik di 

desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupatan Barito Kuala. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan Metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan 

dengan melakukan observasi pada kantor desa Berangas Timur dan wilayah desa Berangas Timur 

dengan melakukan wawancara Bersama Aparat dan Masyarakat desa Berangas Timur. Analisis 

data menggunakan penelitian kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan (1) penerapan prinsip Good Governance (Partisipasi) dalam 

pelayanan publik di desa Berangas Timur sudah dilaksanakan dengan baik. Melalui partisipasi 

secara bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang sudah terlaksana cukup baik, walaupun 

ada banyak masyarakat yang masih belum ikut serta dalam partisipasi tersebut. (2) Hambatan 

dalam penerapan prinsip Good Governance (Partisipasi) dalam pelayanan di desa Berangas Timur 

secara internal Kurangnya Keahlian Aparat desa, Jumlah Aparat desa tidak sesuai dengan jumlah 
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masyarakat desa dan secara eksternal masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi baik secara 

pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang karena terkendala pemahaman dan ekonomis. (3) Upaya 

dalam penerapan prinsip Good Governance (Partisipasi) dalam pelayanan di desa Berangas Timur 

adanya perwakilan dari pihak masyarakat seperti ketua RT untuk menyampaikan berbagai ide dan 

gagasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, penggunaan media sosial dan kotak suara 

untuk bisa mempermudah masyarakat 

Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Partisipasi 
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